KONSEPSI NEGARA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS
Oleh : Zulkarnain

A. PENDAHULUAN

Membahas sejarah tata negara, baik secara makupun mikro, berarti masuk ke
kawasan politik. Sedangkan wilayah politik itu seindapat dikaji dari berbagai sudut
pandang, di antaranya sejarah politik, sosioloditikpantropologi politik, dan ilmu politik.
Dalam pembahasannya,dimensi ini saling mengore&si melengkapi satu dengan yang
lainnya, sehingga ditemukan fenomena yang utuhamgntkkonsep ketatanegaraan. Oleh
karena itu, dalam pembahasannya, sejarah tataanédak dapat berdiri sendiri, sehingga
memerlukan suatu terminologi dan pendekatan yantgdmmensional. Terminologi tersebut
diantaranya adalah sebagai berikut.

Pertama,sejarah politik. Dari segi epistemologis, sejak dydides menulis Perang
Peloponesianya sebagai sejarah politik, tradisirabjsangat didominasi oleh sejarah politik.
Lebih-lebih dalam abad ke-19 sebagai abad nassmnalidan formasi negara nasional di
Eropa Barat, sejarah politik-lah yang sangat mesiofjalam konsep itu, sejarah diplomasi
dan perang sangat menonjol di satu pihak, danirdipilak para raja, panglima perang, dan
negarawan memegang peranan sentral. Fenomena gsih rkaat pengaruhnya sampai
sekarang. Hal ini disebabkan oleh adanya anggaplawajalannya sejarah ditentukan oleh
kejadian politik, diplomasi, perang, dan aktivitagiter. Di samping itu, ada pula teori orang
besar yang mengatakan bahwa orang besarlah yarentakan jalannya sejarah. Fenomena
ini terbukti dari banyaknya karya biografi tokotkttn sampai pada Perang Dunia II.
Perkembangan itu sejajar dengan berkembangnyakejasional yang pada masa tersebut
sedang mengalami pertumbuhan yang pesat.

Mempelajari sejarah politik, tidak dapat dilekes dari sejarah sosial. Tulisan dengan
dimensi itu dapat dilihat pada tulisan Akira Nagazu'Bangkitnya Nasionalisme Indonesia”
dalam edisi bahasa Indonesia. Demikian pula sebalik sejarah sosial tidak dapat
dilepaskan dengan sejarah politik. Lihatlah tulis&artono Kartodirdjo tentang
Pemberontakan Petani Banten 1888 (1966). Kemugérg menjadi pertanyaan kita adalah
“ materi apakah yang dibahas oleh sejarah polftik..Secara konvensional, sejarah politik
membahas tentang sejarah perang, sejarah parlemeejarah kerajaan, dan sejarah
moderen.

Dalam teori dan metodologinya, sejarah politilennbahas tema-tema yang luas,

misalnya biografi politik, partai politik, birokrgsstruktur politik suatu masyarakat atau
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negara, pemberontakan, hubungan sipil-militer, ldansebagainya. Sejarah politilersebut
lebih bersifat tematis sehingga temanya sangat Diagnhdonesia, ada dua contoh tentang
biografi politik yang dikemas menjadi sejarah pklitMisalnya, tulisan L.D. Legge dan
Dahm yang sama-sama menulis tentang Soekarno. Kaleha itu, membicarakan biografi
politik sebagai tema mikro dapat dimasukkan seblaggian dari sejarah tata negara.

Kedua, sosiologi politik.Sosiologi politik merupakan interdisiplin sosiologang
pernah dikembangkan secara metodologis, oleh Makewabad ke-19. Sosiologi politik
membicarakan tipe kepemimpinan yang menurut te@b&\¥, yaitu: (1) otoritas tradisional
yang dimiliki berdasarkan pewarisan atau turun temu, (2) otoritas karismatik, yaitu
berdasarkan pengaruh dan kewibawaan pribadi; 3Jaotdritas legal rasional yang dimiliki
berdasarkan jabatan serta kemampuannya. Di neggeaanberkembang, tipe kepemimpinan
rasional dan kharismatik sering digabungkan mengadu. Contohnya, sebagai refleksi,
dalam diskusi mengenai korupsi di Indonesia yaisgldnggarakan oleh Dewan Pertahanan
Nasional tahun 2000 antara lain dibahas mengeviarit Sisterty, yang berarti kedudukan
atau jabatan harus didasarkan pada prestasi, sehprgktik KKN tidak terjadi. Ini berarti
bahwa Merit Sistem didasarkan pada tipe kepemimpnagional. Selain membahas tipe
kepemimpinan, baik formal maupun informal, sosiolpglitik juga membahas struktur
politik, partai politik, partisipasi politik, hubgan sipil-militer, tokoh politik, dan peranan
serta fungsi kelembagaan politik.

Adapun perbedaan antara pemimpin formal dan nmdbrterletak pada otoritas
kekuasaan yang dimilikinya. Pemimpin tipe formaémperoleh kekuasaan atau jabatan
dengan cara —cara formal sesuai dengan ketentaarpataturan perundang undangan yang
berlaku, sedangkan tipe informal adalah pemimpingypada dirinya melekat kekuasaan
karismatis. Dalam konteks Indonesia, tipe formatigpamumnya juga memiliki otoritas
tradisional, yakni golongan aristokrasi yang masiempunyai hak pewarisan jabatan,
terutama yang memangku jabatan pamong praja. Padamnoya, berbagai tipe
kepemimpinan menduduki lokasi sosial-historis dengdentasi nilai yang berbeda-beda,
sehingga berbeda pula reaksinya terhadap inovaisiy genolakan, adaptasi, dan asimilasi.
Konflik politik dapat dikembalikan kepada faktorssakultural dengan kepentingan ideologi
atau nilai tertentu.

Dalam konsepsi ini, ahli sosiologi politik telahengambil sistem kategorisasi jenis
sistem politiknya sekaligus merupakan studi perbagath. Analisis strukturalnya membahas
status dan peranan berbagai elite, hubungan, ddrarmméngan kekuasaan antara mereka,

kesemuanya dalam kerangka hierarkis suatu sisterdalfe Struktur kekuasaan sangat
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menentukan struktur sosial dengan kedudukan bisokyang sangat sentral fungsinya.
Dalam hubungan ini sangatlah relevan menelaah Wphid sosial antargolongan sosial,
terutama dalam konteks kepentingan, status sadgalogi, serta sistem nilai-nilainya. Tidak
dapat diabaikan juga kenyataan bahwa tindakan mdaraksi politik tidak dapat berjalan di
luar kerangka kebudayaan politiofitical culture). Di sini tindakan, kelakukan, serta sikap
perlu dilembagakan.

Suatu determinisme sosial sudah barang tentuebdgpat bahwa seluruh peranan
seorang tokoh ditentukan oleh struktur masyaraktay paling tidak peranannya dijalankan
dalam batas-batas struktural masyarakat. Pelakl tdpat sepenuhnya melepaskan diri dari
ikatan atau subjektivitas itu, khususnya berkaitangan pandangan dunia. Sebaliknya, perlu
diakui bahwa tokoh sejarah acapkali lebih jauh nmetaag ke depan atau berperan sebagai
perintis atau protagonis. Protagonisme atau inos@sng menuntut perubahan evolusioner
sehingga pelaksanaannya menuntut kepribadian apankmpinan yang kuat. Tepatlah
kiranya apabila dikatakan bahwa tokoh yang mulangajadi orang marginal dan pencipta
sub-kultur, akhirnya dapat menciptakan kultur daamidalam kajian sosiologi politik.

Ketiga, antropologi politik. Pada awalnya, antropologi pkli membicarakan
perkembangan masyarakat kesukuan, hal ini karetrapatogi lebih menekankan pada
sistem kekerabatan. Kemudian antropologi politikkbmbang pengkajiannya pada simbol-
simbol politik, strategi politik, hubungan kebudagadengan politik, serta adat-istiadat
setempat dalam hubungannya dengan politik. Antagpgbolitik sangat erat hubungannya
dengan antropologi sosial. Sebagai misal, kolusi ldaupsi yang terjadi dalam pemerintah
politik, akan lebih tajam pembahasannya jika dil@gngan antropologi politik. Hal ini
karena menyangkut masalah kebudayaan politik dalamingannya dengan korupsi. Untuk
membahas kerajaan tradisional, sebagai contoh tepatlah kiranya analisis antropologi
politik dipakai untuk mengupas sistem politiknyang mencakup otoritas karismatis atau
tradisional, patronasefeodalisme, birokrasi tradisional, dan lain seliaga Banyak
antropolog yang mengkaji hal semacam itu, misal@ymningham, Schorl, dan Schulte-
Nordholt. Pada hakikatnya, yang mereka hasilkaihn leterupakan sejarah struktural dengan
pendekatan sinkronis. Maka dari itu, tepatlah kisaapabila sejarawan menggarap tema
yang sama secara diakronis, meskipun tanpa mekgab@éndekatan strukturalnya.

Keempat, ilmu politik Dalam studi ilmu politik, konsentrasi bidang ketegaraan
hanya pada negara-negara modern, yaitu negaraangg@ag muncul menjelang Perang
Dunia |, terutama kerajaan-kerajaan yang mulai nggalkan tradisi monarki, dan

pembahasannya diteruskan pada negara-negara de¢etaty Dunia Il. Dalam hubungan ini,
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skenario politik, baik di tingkat makro maupun nokrdapat digambarkan secara rinci
berdasarkan analisis ilmu sosial sehingga dap&stiapolasikan, antara lain: (1) gejala atau
pola umum perjuangan politik, dan (2) kecenderungiam proses politik yang
menunjukkan keteraturameQularitieg. Kedua gejala ini akan menambah makna kejadian-
kejadian serta memberi kemungkinan untuk membuwtquerbandingan serta generalisasi.
Dimensi sosial dari proses politik mencakup statlan peranan elite politik:
bangsawan, aristokrasi, birokrat, kaum intelegensliée religius, meritokrasi, teknokrasi,
elite desa, dan lain sebagainya. Otoritas yang kaemaliki antara lain otoritas karismatis,
termasuk pula yang sudah mengalami rutinisasi,itatortradisional, otoritas legal dan
rasional. Bagaimana interaksi dalam proses perprafkgkuasaan, terutama dalam periode
transisi (abad ke-19 dan ke-20) sewaktu orientdaitmilai bergeser sebagai dampak proses
penetrasi pengaruh Barat dan modernisasi? Possbksdtural elite masing-masing
menimbulkan konflik yang bernuansa sosial dan igolang selalu berkesinambungan.
Lebih jauh, hal ini akan dibahas pada bab-bab bemnja dari kajian sejarah tata negara ini.
Secara singkat, dapat dijelaskan bahwa kajian pwlitik berarti memasuki wilayah
kekuasaan. Dalam hal ini, ilmu politik berarti illjgang membahas tentang bagaimana cara
untuk mendapatkan kekuasaan baik dalam konsep largphaja maupun modern, dan
bagaimana cara-cara untuk mempertahankannya. Kamgepnpak sederhana, tetapi setelah
memasuki wilayah kajiannya, maka akan ditemukanorfeana-fenomena yang sangat
kompleks yang mewarnai kajian ilmu politik, dan nparkaya kajian sejarah ketatanegaraan

yang akan dibahas dalam buku ini.

B. KONSEPSI NEGARA DALAM PANDANGAN MASYARAKAT PRIMITIF

1. Kepemimpinan Masyarakat Kesukuan

Jika membahas perkembangan negara dari suatmisagayang sangat sederhana
sampai yang modern, pada umumnya ahli-ahli ilmutipcdelalu berpijak pada antropologi.
Dua bidang antropologi ini dalam hubungannya dengagara membahas organisasi,
pemimpin, tradisi, dan kebudayaan. Oleh karena bidang antropologi politik sebagai
pendekatan untuk menjelaskan sejarah ketatanegardak terlepas dari kerangka politik
yang mendukungnya.

Buku karangan Huizinga, yang berjudBhtropologi Sosial: Sebuah Pengantar

membahas bentuk-bentuk negara yang primitif. Dddaku tersebut dijelaskan bahwa sistem
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politik di antara masyarakat-masyarakat yang djpglaoleh ahli antropologi tersebut

ternyata dapat dinamakatate meskipun masyarakat tersebut tergolong primédii ¢nggal

secara terisolasi di pedalaman. Masyarakat kesu&tan primitif ini oleh ahli antropologi
dinamakan tribe. Dari pendekatan antropologi sodal politik, tribe sudah mempunyai
sistem politik.

Masyarakat kesukuan berdasarkan kajian antropolempunyai ciri-ciri:

1. Jumlah penduduk biasanya sedikit dibandingkan demgasyarakat modern, hanya ada
beberapa keluarga yang mendiami wilayah-wilayaluhaesn.

2. Masyarakat kesukuan sangat tergantung pada alamkamamasyarakat tersebut
mengisolasi dan membentengi diri dari pengaruh #ajpaan masyarakat lainnya dalam
lingkungan alam . Contohnya : Suku Asmat di Idaya,Suku Badwi Dalam di Banten,
dan masih banyak contoh lainnya baik di dalam maupluar negeri.

Berdasarkan teori antropologi yang dibangun gata ahli antropologi Eropa Barat
yang mempelajari masalah masyarakat di Asia seliagah koloni, antara lain dijelaskan
bahwa masyarakat-masyarakat kesukuan sebenarny@pakan masyarakat yang sudah
mempunyai sistem kekuasaan, dan hal ini dapatatlitifari pemimpin-pemimpin sukunya.
Adapun ciri-ciri pemimpin atau kepala masyarakauk&ian antara lain:

1. Mempunyai kelebihan dari kemampuan rata-rata amaggoiku, misalnya keberanian
melindungi warga suku dari suku lain, yang olehi ahnitropologi disebut grimus
interpares.

2. Mempunyai pengetahuan dalam hal adat-istiadat, mpmiritual, dan penyerbuan.

3. Seorang pemimpin kesukuan mampu menciptakan suadsakerabatan yang baik,
sehingga unsur-unsur dendam dapat dihilangkan. &debna itu, pemimpin kesukuan
harus kerja sama dengan warga kesukuan.

Masyarakat kesukuan yang primitif termasuk budggamencakup tahap ontologi,
yaitu tahap dimana hakikat dasar hidupnya sangganeung pada alam. Tahap ini diperkuat
dengan tahap mistis, yaitu tahap memitoskan alargateberbagai ritual seperti upacara adat
. Sedangkan dalam masyarakat modern, tahapanngh snemasuki tahap fungsional, di
mana logika, nalar, dan pikiran mulai digunakarukmhenguasai alam dan tidak tergantung
pada alam. Namun demikian tidak menutup kemungkiadmva dalam masyarakat moderen
masih seringkali kita jumpai mereka masih meyakalihal yang sifatnya mistis. Contohnya
: Seorang pejabat publik yang ingin menang dalamgadisi pilpres,pilkada,pilkades dan

jabatan prestisius lainnya,mereka melakukan proseistis dengan meminta bantuan



penguasa alam,seperti melakukan ritual pertapaaalam terbuka,penyerahan sesembahan
pada alam, dan lain sebaginya.

Terbentuknya kepemimpinan masyarakat kesukagatddimulai dari Indonesia dan
membandingkannya dengan suku lain di dunia, teraitAfnika dan Amerika Latin. Untuk
Indonesia dapat dipilih tentang masyarakat kesul@auy ada di Papua. Adapun alasannya
adalah sebagai berikut.

1) Hingga saat ini, masyarakat kesukuan di Papua ndagét dilacak ciri-ciri aslinya. Ciri
aslinya dapat dilacak dari faktor adat istiadatbudayaan, bahasa, dan ciri-ciri
kepemimpinan lokal.

2) Ada sebagian masyarakat kesukuan di Papua, mésdinjaya Wijaya yang merupakan
wilayah perbatasan dengan Papua Nugini, yang mgaliken zaman neolitikum baru
sekitar dua dekade atau 20 tahun terakhir. Inirbdrahwa masyarakat kesukuan dapat
direkam dari ciri-ciri kepemimpinan kesukuan yargjath beberapa literatur disebut
primus interpares, yaitu satu-satunya tokoh diasebanyak orang.

3) Suku-suku Papua, dibandingkan dengan suku-suku daitndonesia masih dapat
menunjukkan hubungan yang erat dengan lingkungaitasgya, sehingga tahap
pemikirannya dapat dimasukkan dalam tahap mistis al@ologis. Sedangkan suku
bangsa lainnya yang sudah modern, dapat digolondgiam tahap fungsional.

Buku yang merupakan sumber informasi tentang &#&glah banyak ditulis oleh para
ahli antropologi dan sosiologi. Profesor Koentjangrat (1964), menerbitkan buku tebal
tentang Penduduk Irian Jaya, di samping artikékelrtkecil tentang Papua yang sangat
bermanfaat untuk ditelaah lebih lanjut. Di sampitg banyak pula sarjana-sarjana asing
yang menulis tentang Papua. Dalam sejumlah karaKgantjaraningrat itu (1964), dapat
diambil kesimpulan tentang ciri-ciri masyarakat lagn, yakni: (1) masyarakat sangat
terikat pada lingkungan sekitarnya, karena beraada ptahap mistis dan ontologis; (2)
orientasi pada nenek moyang. Kebiasaan menghiaknbeanerupakan bagian dari ritual
kepercayaan. Banyak yang menghias badannya dersyan #aun, dan beberapa anggota
tubuh hewan. Biasanya ritual ini dibedakan menjag bagian, yaitu untuk laki-laki,
perempuan, dan anak-anak. Hiasan ini membedakaat sitatus sosial yang dijalankan oleh

kelompok masyarakat kesukuan.

! Untuk memahami lebih jauh tentang primus interpares, lihat buku Indonesia Sociological Studies karangan B.
Schrieke terbitan Sumur Bandung (1960). Dalam membahas masyarakat kesukuan, konsep primus interpares
ini masih sangat relevan. Pada umumnya, konsep kepemimpinan primus interpares tidak dianut dalam
masyarakat demokratis dan masyarakat modern.



2. Tribe CommunitiesanFeodal Society

Perkembangan negara bila dilihat dari sudutlipag keanekaragaman perkembangan
masyarakat kesukuatmibe communitiesdan feodal society nampaknya agak sulit untuk
melangkah pada suatu hubungan linear bahwa masydeddal merupakan perkembangan
dari tribe communities. Dalam kenyataannya, &nldoe communitie§ yang selamanya
menjadi komunitas kesukuan. Tetapi di beberapa anakst di dunia, masyarakat kesukuan
berkembang menjadi masyarakat kerajaan, misalnggarekat kesukuan di Benua Afrika.

Di Indonesia, pengertian masyarakat kerajaakam merupakan perkembangan
langsung dari masyarakat kesukuan, misalnya pertberb dan perkembangan kerajaan-
kerajaan di Jawa Tengah dan bergeser ke Jawa Thhaliini tidak dapat disebut sebagai
perkembangan masyarakat kesukuan. Hingga sadteiragaman suku di Papua, meskipun
dalam era modern, tidak membentuk masyarakat karaierpuluh-puluh suku di Irian Jaya,
dengan bahasa lokalnya yang berbeda-beda, tetgpdnerasyarakat kesukuan dengan ciri-
cirinya berburu, beternak, dan sebagian ada yangino&h-pindah. Itulah sebabnya
diperlukan teori-teori secara empiris tentang mim@ masyarakat feodal, yang
dinamikanya ada di dalam birokrasi kerajaan.

Dalam buku yang berjuduSocial Society(Vol. I, 1961), March Block banyak
membahas perkembangan masyarakat feodal di ErogrkerRbangan feodal di Eropa
sebagai masyarakat negara, berbeda dengan perkgsnbamasyarakat kerajaan di Asia.
Mungkin March Block kekurangan informasi tentangodalisme di Asia, sehingga
pembahasannya tidak terlalu mendalam. la hanyadaekanembandingkan lahirnya
masyarakat feodal di Timur Tengah dan Eropa Baatdy lahirnya foedalisme dalam
masyarakat Islam dan Kristiani. la menggunakan glesian ikatan ketergantungan.

Dari pendekatan itulah Block menggunakan pihakgpasa dan pihak yang dikuasai.
Ini berarti bahwa dalam masyarakat Islam dan ErBpeat, ada kelompok sosial yang
dikuasai. Di Eropa Barat, kelompok yang dikuasailad rakyat yang dalam ikatan khusus
adalah para petani. Sedang penguasa adalah tuatateh. Di Inggris, tuan-tuan tanah ini
biasa melakukan pertemuan-pertemuan, dan mengahgiattanah senior yang kemudian
manjadi raja. Proses itu berlangsung sejak masallsebmasehi hingga lahirnya kerajaan-
kerajaan di Inggris.

Di Afrika, berbeda halnya dengan di Inggris, naaakat suku yang beraneka ragam
kemudian mengembangkan dirinya dengan suatu bsbHengan kriteria persamaan suku,
adat-istiadat, yang akhirnya menjadi komunitas jkara kecil. Komunitas ini saling

melakukan invasi, penyerangan, penguasaan, sehiagga komunitas-komunitas yang
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dikuasai. Komunitas-komunitas yang dikuasai inilaldaraja-raja kecil yang oleh Block
disebut homage, yaitu rasa hormat yang disertagatepemberian upeti kepada komunitas
kerajaan.

Di Indonesia, pengertian masyarakat feodal agak Ildengan di Eropa. Jika
mendasarkan pada sumber-sumber arkeologi, satg@bghwa masyarakat kerajaan muncul
begitu saja dari tingkat komunitas yang kecil démnabing oleh seorang raja, dan kemudian
berkembang melalui invasi ke daerah-daerah dan pegawainya digaji dengan tanah.
Dalam perkembangan masyarakat kerajaan di Jawawaegerajaan yang mendapat gaji itu
menggunakan sistem apanage. Buku yang merupakai $tasli ilmiah berjudul
Vorstenlanden karangan G.P. Rouffaer sangat khasbimoarakan dan membahas struktur
birokrasi kerajaan Jawa dengan sistem apanage.nMakggi jabatan seseorang dalam
birokrasi tersebut, maka gaji yang berupa tanah akaakin luas. Tanah ini dikerjakan oleh
petani dengan sistem pengabdian sdsial.

Di pulau Jawa, para raja untuk mengokohkan yhrgsecara hukum dan secara religius,
maka raja-raja itu banyak melakukan upacara-upakasgamaan. Sistem upacara yang
mereka jalankan adalah sistem kebudayaan Hindu BRiatha. Upacara itu tampaknya
merupakan gejala umum di Asia Tengghrdpacara-upacara tersebut dikemas menurut
aturan-aturan agama Hindu dan Budha sehinggaebggai penguasa dianggap bukan orang
biasa oleh rakyat.

Rakyat menganggap bahwa mereka adalah utusandpara untuk memerintah di
bumi, sehingga muncul konsep dewa raja. Hal inbbééa dengan di Eropa, di mana
pemahaman agama-agama lebih bersifat birokratisia Rebad pertengahan, misalnya,
pendeta nasrani lebih merupakan figur birokratigtippkarena ia bersama-sama raja selalu
membuat keputusan-keputusan politik, sehingga kepnt atau kekuatan gereja sangat
disegani oleh rakyat. Gereja juga memiliki wilayadministrasi, penduduk, dan aspek sosial
ekonomi yang lain. Bahkan gereja memiliki keputugatitik di samping birokrasi. Baru

pada abad ke-17 dimulai gerakan pemisahan antaiadsi gereja dan birokrasi negara.

3. Patronase dan Paternalistik Masyarakat KesukuaAfdka
Paternalistik dan patronase masyarakat kesukuAfrida memiliki karakteristik yang
unik dan menarik. Keterbelakangan masyarakat Afskbagai benua berlangsung sampai
akhir abad ke-19. Dalam konsepsi ini, orang Baramiverinya predikat sebagéhe Dark

? Lihat D.H. Burger, Sejarah Sosiologis Ekonomis Indonesia, 1960.
®Lihat G. Goedes, Indianized States of Southeast Asia, 1970.
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Continent suatu sebutan yang cukup menyakitkan bagi oramggo Afrika. Mereka
menyebut sebagai benua gelap karena Afrika seeseldtuhan baru mengenal tulisan pada
akhir abad ke-19. Padahal jika mengkaji sejarahkaftUtara, maka di situ terdapat Mesir
yang pada abad 5000 tahun Sebelum Masehi sudahemadnglisan. Itu artinya ada suatu
kekecualian bahwa Mesir sudah memasuki jaman $eggmk Sebelum Masehi. Bahkan
pada jaman tersebut Mesir sudah dapat dikatakagaettate

Dalam buku yang berjudulriside Africd karangan John Gunther (1955), penulis telah
mengumpulkan data sejarah dan antropologi masyaBdaua Afrika pada akhir tahun
1920-an hingga tahun 1930-an. Gunther telah merag@um lebih dari 100 sampel yang
terdiri dari wilayah dan kota yang dikunjunginyalminua tersebut. Menurut dia, keunikan
Afrika bersumber dari keadaan sosiologis, hist@rdropologis,dan geografisnya. Dari segi
itu ternyata masyarakat-masyarakat Afrika pedalaniambuh dan berkembang dari
kelompok-kelompok kesukuan dan sub-kesukuan. Itskdabnya terjadi kolonialisme di
Afrika oleh Perancis, Inggris, Belanda, dan Bel@ikereka mulai mengeksploitasi ekonomi
Afrika, dan beberapa di antara mereka sembari mmepglkan informasi historis-
antropologis masyarakat kesukuan tersebut.

Dari kajian historis-antropologis itu, ditemukansur budaya dari masyarakat primitif
hingga masyarakat modern. Dalam masyarakat Aftédtayata yang masih tetap kuat adalah
unsur patronase dan paternalistik. Afrika juga memypi keunikan dari sudut geografi, yang
menempatkan Afrika sebagai benua sendiri di dukganikan itu adalah terbentuknya gurun
pasir yang oleh para pakar Barat disebut Laut P&#dangkan di pedalaman Afrika,
diwarnai dengan kekayaan flora dan fauna yang mekame sumbangan besar terhadap
kajian antropologi, sejarah, dan akhir-akhir inid&a mengenai lingkungan hidup.

Kedua keunikan itulah yang membentuk masyarakaitaAsecara khusus, dan penting
untuk dikaji secara ilmiah. Tentang pentingnya WKdrisebagai kajian ilmiah, ternyata
berdasarkan pada jurnal-jurnal ilmiah yang tertetama beberapa dekade, dan oleh
karenanya kajian Afrika di mata sarjana Barat tefahahirkan Africa Studies. Jurnal ilmiah
yang paling banyak adalah bidang antropologi tentainika. Secara khusus ada universitas
di Inggris, yang dinamakan “Universitas Bidang Keiran” yang mempelajari tentang Asia
dan Afrika.

Munculnya kajian Afrika di universitas-univergt&ropa Barat dilatarbelakangi oleh
beberapa kondisi, yaitu: pertama, didorong olehj&ledn-kebijakan kolonial ketika Afrika
menjadi tanah koloni Eropa Barat. Atas dasar irakankajian Afrika telah dimulai sejak

Afrika menjadi tanah koloni. Kedua, kajian Afrikaddrong oleh perkembangan ilmu
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pengetahuan di Eropa Barat sejak revolusi industinggris, yang menempatkan bidang
ilmu dan teknologi sebagai prioritas utama untuk&gian industri.

Setelah Perang Dunia Il, kajian Afrika semakirkbenbang pesat, terutama di kampus-
kampus Eropa Barat. Perkembangan yang pesat im&atorongan perkembangan teori dan
metodologi ilmu sosial yang menempatkan cara-caedititif yang diagungkan tahun 1930-
an. Dalam pada itu, Amerika Serikat menjadi pelgpenkembangan secara kualitatif dalam
ilmu sosial. Dilihat dari segi pembagian wilayahji&a, meskipun pembagian itu semu,
tampaknya Perguruan Tinggi di Eropa Barat lebih oeatkan kajiannya pada wilayah-
wilayah Afrika, sedangkan Amerika Serikat lebih mesatkan pada kajian Asia Tenggara

(Southeast Asian Programs).

4. Patront-Client

Membahas patront-client berarti membahas duanbideitu: membahas teori Barat
yang berhubungan dengan patront-client, dan mersbgbagalaman masyarakat dalam
mengembangkan kebudayaannya, sehingga terbentutustmasyarakat. Dari segi teori-
teori Barat, hubungan patront-client, berarti mehasateori-teori kepemimpinan R. Bendix
dan Max Weber. Bendix adalah seorang pemikir Itgamg menjelaskan bahwa dalam
masyarakat dunia selalu terdiri dari pemimpin daang yang dipimpin. Yang dipimpin
adalah rakyat yang selalu didominasi oleh para k&otonial. Itulah sebabnya Bendix
menyebut istilah sub-ordinasi, yaitu sebagai madar yang dikuasai. Oleh karena itu,
menurut Bendix, pemimpin selalu mempunyai dua yaitu power dan authority. Dalam
kajiannya, Bendix lebih banyak menjelaskpower dan authority masyarakat feodal di
Eropa.

Kemudian Weber, pada abad ke-19 dan awal ab& kgiga menjelaskan hubungan
patront-client melalui teorinya yaitu: (1) teoring tradisional, (2) kharismatik, dan (3)
rasional. Pada hubungan yang tradisional, seoratigrg memperoleh kedudukannya secara
turun temurun. Kekuasaan yang diperoleh secaran ttemurun ini dibahas oleh Bendix
tetapi kurang membahas tentang patront-client pesfgemimpinan rasional. la sedikit
menyinggung kharismatik seorang penguasa. Padanpabukharismatik, seorang patront
mempunyai client yang banyak, diikuti oleh rakyainypak karena kharismanya, misalnya
tokoh-tokoh keagamaan, pendeta, pastor, dan leambBhasan Weber mengenai kharismatik
ini merupakan pembahasan argumentatif-komparatdéjtuy pengalaman masyarakat

keagamaan di dunia.
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Pada abad pertengahan di Eropa Barat yang dipadia abad ke-13, hingga menjelang
revolusi industri, ternyata para pendeta sangat poeyai kewibawaan dalam agama, sosial,
politik, ekonomi, sehingga membentuk nilai kharisidalndonesia, pada abad ke-19, tokoh-
tokoh agama Islam, yaitu para kiai, menduduki kapgiman yang kharismatik. Ada dua hal
yang mendorong hal ini, yaituPertama, kiai-kiai mengembangkan pesantren-pesantren
seperti tampak di Jawa dan Pesantren di wilayajkdintambang Sumbawa Barat, sebagai
akibat dari modernisasi Barat dan masuknya ekon@mng. Maka cara melawannya adalah
dengan mendirikan pesantren-pesanteren. Jika majapetejarah pesantren atau tradisi
pesantren, tampak bahwa seorang kiai mempunyaiski@lyang sangat dikagumi oleh para
santri pondok serta alumninya. Itulah sebabnya kiaranempunyai hubungan patront-klient
yang kharismatik. Jika dipelajari, hubungan kiangln para santrinya menunjukkan corak
yang kharismatik. Ada beberapa teori yang mengatdlahwa perkembangan Islam diikuti
ajaran sufisme, yaitu gerakan yang dipimpin oleta saufi/kiai yang mempelajari tasawuf.
Dalam konsep yang sufistik, ada hubungan patroeticyang kharismatik.

Kedua, kebijakan kolonial yang berupa pemberian tugasa#tapaparat birokrasi
kolonial untuk mengawasi kegiatan-kegiatan orangnis dan harus memberikan laporan.
Atas dasar itulah maka para kiai sangat dipatuéih gengikutnya sebagai patront. Dalam
konsep tradisi, kiai sebagai patront mempunyai kbaa: (1) membimbing para santri untuk
dapat menjalankan syariat Islam secara baik; (2inthengi para santri dari ancaman-
ancaman, baik yang bersifat fisik maupun non-fisghiingga ajaran seorang kiai pada suatu
pesantren sangat dipatuhi sebagai benteng untukwael segalanya. Di sini biasanya
seorang kiai mengembangkan tarekat atau tasawghdealdiran masing-masing.

Pemimpin yang rasional, menurut Max Weber, msadan ukuran patront-client
pada prestasi, sehingga mengembangkaarit sisterfy yaitu sistem jabatan berdasarkan
keahlian, sehingga lebih mengembangkan rasio atkaun. iKebudayaan Barat sejak abad ke-
16 mulai denganrerit sistefy terutama di Inggris, meskipun di sana pada akad5,
feodalisme masih kuat. Setelah revolusi industadake-18, sistem keahlian berkembang
pesat, sehingga dunia perdagangan, birokrasi, ekiorpolitik, industri berkembang pesat
karena dorongamerit sistermkeahlian atau prestasi).

Berdasarkan pada kebudayaan Islam di Indonesig g&kembangkan oleh kerajaan-
kerajaan Islam pada abad ke-17 ketika ada potékmsioeni yang luar biasa di bidang
perdagangan, ternyata hubungan patront-client nbglaibah ke arah yang egalitarian yang
kemudian disebut demokrasi, menurut konsep masyarakdern. Abad ke-17 adalah abad

Islam dalam sejarah Indonesia, karena potensi ekoperdagangannya. Hubungan patront-
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client, dalam hal ini dapat diambil contoh keraj&aeh. Di Aceh, kerajaan  Aceh
mempunyai dua kitab undang-undang, yaitu Tajusat#in Bustanu Salatin. Dua buku ini
merupakan dua sumber untuk mengatur masyarakat Kteh dalam hal hubungan antara
raja dengan rakyat (patront-client). Ada perbedega sebagai patront antara kebudayan
Islam dengan kebudayaan Hindu. Dalam kebudayaam Iglatront adalah: (1) raja dalam
konsep Islam dianggap sebagai orang biasa yang um@ip kelebihan; (2) dalam
kebudayaan Islam, patront atau raja, sultan, hamasmpu mengemban keadilan sesuai
dengan ajaran-ajaran Islam.

Oleh karena itu, menurut adat Aceh, seperti yiengngkap dalam dua kitab tersebut,
raja dtuntut olehclientnya: (a) bertindak adil pada orang yang mencurmimerikan
hukuman berat pada orang yang mencuri; (b) rajasharenghidupkan yang mati, dan
mematikan yang hidup. Artinya yang salah haruslkdihudan yang benar harus dibebaskan;
(c) raja-raja Islam Aceh dituntut oleh client untakemberikan sebagian hartanya pada
rakyat.

Sedangkan dalam kebudayaan Hindu, patront ditdoatiwa: (a) raja sebagai patront
dianggap sebagai orang yang luar biasa, karenaergamdung unsur magis dan sakral.
Dunia giri raja sebagai patront, digambarkan sebagkrokosmos, di manalientrakyat
beranggapan dan percaya bahwa hubungan mikrokaaaros/raya harus serasi dan
seimbang. Jika terganggu akan menimbulkan malapdtagi kehidupan manusia. Untuk itu,
patront harus disakralkan dengan berbagai upacamaridual. (b) pada masa kejayaan
Majapahit, kepala perang daerah, pada waktu updmdesn purnama setahun sekali harus
menghadap raja bersama upetinya berupa emas dhhums Karena raja dianggap sebagai

sakral, maka mekanisme ini tidak mengalami kesulita

C.NEGARA DALAM KONSEP UMUM

Selain sebagai makhluk Tuhan dan makhluk individanusia juga memiliki kodrat
sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, sejak ldamanusia selalu hidup bersama-sama
dalam suatu kelompok untuk mempertahankan kelaggsumidupnya, seperti: mencari
makan, menghadapi masalah, mengatasi gangguamdcaman, serta melanjutkan keturunan
(Suhady, 2001:3). Semula kelompok manusia itu higeypindah-pindah tempat, kemudian
karena perkembangan peradaban, mereka mulai higmetap pada suatu tempat tertentu,

misalnya untuk beternak dan bercocok tanam.
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Dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidupagia tempat tinggal tertentu
yang diangap baik sebagai sumber penghidupan ledginkoknya, diperlukan seorang atau
sekelompok kecil orang yang ditugaskan untuk memgdan memimpin kelompoknya.
Dalam hal ini, pemimpin kelompok diberi kekuasaam #ewenangan tertentu dan anggota
kelompok diwajibkan untuk menaati peraturan atatingeh dari pemimpinnya. Dengan
demikian, maka timbullah dalam kelompok itu suatkuasaan “pemerintahan yang sangat
sederhana” (Kansil: 1978). Setiap anggota kelompokdengan sadar mengetahui atau
mendukung tata hidup dan peraturan-peraturan ydaetapkan pemimpin mereka. Tata dan
peraturan hidup tertentu itu mula-mula tidak testubatasannya tidak jelas, dan merupakan
adat kebiasaan saja. Namun demikian, lambat latatyvan itu mereka tuliskan dan menjadi
peraturan-peraturan tertulis yang dilaksanakanditaati.

Berkaitan dengan bertambah luasnya kepentingeomkek-kelompok itu dan untuk
mengatasi segala kesulitan yang timbul, baik imemmaupun eksternal, maka dianggap perlu
dibentuk suatu organisasi yang lebih teratur dammifile legitimasi kekuasaan yang
memadai. Organisasi itu sangat diperlukan untukaksanakan dan mempertahankan
peraturan-peraturan hidup agar dapat berjalan @etatib. Organisasi yang memiliki
legitimasi kekuasaan itulah yang kemudian dinamailcgara.

Dalam Ensiklopedi Populer Politik PembangunancBsita (1983: 224) dijelaskan
secara etimologis bahwa istilah negara berasal kdda “nagari atau negara® (sansekerta)
yang berarti kota, desa, daerah, wilayah, atau daentipggal seorang pangeran. Secara
etimologis, konsep “negara” muncul dari terjemalmasa asingStaat (Jerman dan
Belanda) danStaté (Inggris). Dua konsep itu, baiBtaatmaupunStateberakar dari bahasa
Latin, yaitu statumataustatus yang berarti menempatkan dalam keadaan berdembnat
berdiri, dan menempatkan. Kata status juga dapatikdin sebagai suatu keadaan yang
menunjukkan sifat atau keadaan tegak dan tetap.

Konsep negara sebagai organisasi kekuasaan plipeldeh J.H.H. Logemaan dalam
buku Over De Theorie Van Een Stelling Staadredibnsep itu menyebutkan bahwa
keberadaan negara bertujuan untuk menyelenggardkan mengatur masyarakat yang
dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi. Definisintanempatkan negara sebagai organisasi
kekuasaan (Budiyanto, 1997). Terminologi sepantkégmudian diikuti oleh Harold J. Laski,
Max Weber, dan Leon Duguit.

Dalam konsepsi negara sebagai kekuasaan , KA03i8) menyatakan bahwa negara
adalah suatu organisasi kekuasaan dari manusiasiaa(roasyarakat) dan merupakan alat

yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan bers@alam pengertian luas, negara
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merupakan kesatuan sosial yang diatur secara kgistial untuk mewujudkan kepentingan
bersama.

Berikut adalah pengertian tentang negara yangendikakan oleh para pakar
kenegaraan.

1 Kranenburg
Dalam konsepsi Kranenburg, negara merupakan sua@@anisasi yang timbul karena
kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri

2 Roger F. Soltau
Negara adalah suatu alagéncy atau wewenanga(thority) yang mengatur atau
mengendalikan persoalan bersama yang mengatasnmamakgarakat.

3 George Jellinek
Dalam terminologi Jellinek, negara merupakaganisasi kekuasaan dari sekelompok
manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.

4 Max Weber
Negara adalah suatu masyarakat yang mempumyggiopoli dalam menggunakan
kekuatan secara sah dalam suatu wilayah.

5 G.W.F. Hegel

Negara adalah organisasi kesusilaan yangcuhusebagai sintesis dari kemerdekaan

individual dan kemerdekaan universal.

6 Harold J. Laski
Negara adalah suatu masyarakat yang diirdiégwa karena wewenang yang bersifat
memaksa dan yang secara sah lebih agung daripaiadin atau kelompok yang
merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat a#talampok yang hidup dan bekerja
sama untuk mencapai terkabulnya keinginan bers@iaesyarakat merupakan negara
kalau cara hidup yang harus ditaati oleh individaupun asosiasi-asosiasi ditentukan oleh
suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.

7 Soenarko
Negara adalah organisasi masyarakat yang likedaerah tertentu di mana kekuasaan
negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan.

8 R.Djokosoetono
Negara adalah organisasi sekelompok manasig lgerada di bawah suatu pemerintahan

yang sah.
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Dari beberapa pendapat para ahli seperti yaaf) ikemukakan di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa negara adalah suatu organis&siakaan yang di dalamnya harus ada
rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahag pandaulat (baik ke dalam maupun ke
luar).

Dalam konsep negara sebagai organisasi kekuada@alam negara terdapat suatu
mekanisme atau tata hubungan kerja yang mengatiun $elompok manusia atau rakyat
agar berdaulat atau bersikap sesuai dengan kehemelgara. Untuk dapat mengatur
rakyatnya, maka negara diberi kekuasaauthority) yang dapat memaksa seluruh
anggotanya untuk mematuhi segala peraturan atantkein yang telah ditetapkan oleh
negara. Untuk menghindari adanya kekuasaan yangenseg-wenang, negara juga
menetapkan cara-cara dan batas-batas kekuasaatapat digunakan dalam kehidupan
bersama, baik oleh individu, golongan, organisasiypun oleh negara itu sendiri.

Ketika di dalam bahasa Indonesia kita hanya meaigeatu pengertian tentang negara,
maka tidak demikian halnya dalam sejarah bernedjaEaopa. Analisis ini diperlukan agar
kita tidak tergelincir ke pengertian negara yardaki sesuai dengan cara pandang bangsa
Indonesia. Semenjak bangsa-bangsa di Eropa sudatetape dan tidak mengembara
(nomaden) lagi, maka bernegara pada umumnya diargskbagai memiliki atau menguasai
sebidang tanah atau wilayah tertentu (Padmo Wahyb®@2: 92). Dengan perkataan lain,
penguasaan atas tanah yang menumbuhkan kewenaegegakaan (teori patrimonial) di
mana struktur sosial yang dihasilkan disebut faeded atau landlordisme. Negara dalam
keadaan demikian disebut sebagai tanah (land) damihnampak pada sebutan England,
Holland, dan lain sebagainya.

Definisi tersebut kemudian berkembang, yaitu bahwamah mendatangkan
kemakmuran atau kekayaamiChrijkdom), di mana negara kemudian diartikan sebaigai
(Belanda) ataueich (Jerman) yang artinya kekayaan kelompok manusmagt), misalnya
frankrijk, Oostenrijk, dan sebagainya. Kondisi pkeeral ini berakhir dengan tumbuhnya
teori liberalisme yang dipelopori oleh John Lockédhjomas Hobbes, dan Jean Jacques
Rousseau. Dalam konsepsi itu, negara tidak lagtikb& sebagai tanah maupun kekayaan
(land atau reich), melainkan sebagai suatu status hukwtatéstaa), suatu masyarakat
hukum (egal society sebagai hasil dari suatu perjanjian bermasyarédatial contrac).
Jadi, negara merupakan hasil perjanjian bermasgti@kr trag-ver-drag dari individu-
individu yang bebas, sehingga hak-hak orang sedifssigasasi) lebih tinggi kedudukannya

ketimbang negara yang merupakan hasil bentukawichdindividu bebas tersebut.
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Cara pandang individualistik ini sebagaimanalaliean oleh Soepomo di dalam rapat
BPUPKI, tidak kita pilih atau kita ikuti, sekaliputi dalam lembaga-lembaga pendidikan di
Indonesia masih di-“indoktrinasikan”. Paham induadistik ini mendapat pertentangan
dalam sejarah kenegaraan di Eropa dari kelompoialsskomunis yang dipelopori oleh
Marx, Engels, dan Lenin yang mendasarkan anggapapagla teori kelas bahwa negara
adalah alat dari mereka yang ekonominya kuat untakindas yang lemah. Cara pandang
seperti itu juga bukan cara pandang bangsa Indotesiang negara.

Selain kedua cara pandang tersebut di atas, Bmepuoenguraikan adanya cara
pandang yang ketiga yang dikenal sebagai cara pgnidéegralistik, yang melihat negara
sebagai suatu kesatuan organis yang utuh, semer glikemukakan oleh Hegel, Adam
Muller, dan Spinoza. Paham integralistik ini be’petengan cara pandang individualistik
dari Rousseau dan kolektivisme Rusia. Dalam padadiatta menentang paham integralistik
Jerman ini karena dianggap dapat menumbuhkan nkgluasaan, sekalipun ada kemiripan
dengan cara pandang Indonesia tentang satunya miaknmikrokosmos.

Hatta mengusulkan dilengkapinya cara pandang gralistik tersebut dengan
kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan menyatakadgpat. Dengan diterimanya usul
Muhammad Hatta, maka terbentuklah integralistikomekia yang berbeda dengan cara
pandang integralistik Jerman (Padmo Wahyono, 1992. Dapat diidentifikasi bahwa di
dalam individualisme Rousseau, individu lebih dm#kan ketimbang masyarakat.
Sedangkan di dalam integralistik Jerman, masyailekétt diutamakan ketimbang individu,
dan di dalam integralistik Indonesia, kemakmurasyaeakat diutamakan, namun harkat dan
martabat manusia tetap dihargai. Oleh karena #wa andang Indonesia tidak sekadar
melihat negara secara organis, melainkan sebagaidis@pakati yang kemudian dirumuskan
dalam alinea ketiga UUD 1945, yaitu bahwa negaralaxd suatu keadaan kehidupan
berkelompoknya bangsa Indonesia yang atas berkatataAllah Yang Maha Kuasa dan
didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia lutterkehidupan berkebangsaan yang
bebas. Dengan demikian, sekalipun semenjak Rousmealisis bernegara berkisar pada
masalah hukum, yaitu pembentukan legislatif, ekskekdan yudikatif, namun analisis
tersebut di Indonesia harus tetap didasarkan padapandang integralistik.

D. Sejarah Terjadinya Negara, Tujuan, dan Fungsi

1. Terjadinya negara
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Suatu negara tidak serta-merta begitu saja muntetapi ada latar belakang
pendorongnya. Terdapat beberapa teori tentanglteymsuatu negara, antara lain sebagai
berikut.
a. Teori Kenyataan
Dalam teori ini, terjadinya suatu negara akdauatu kenyataan. Ketika unsur-unsur
negara (pemerintahan yang berdaulat, bangsa, dagjalw) ada, maka pada saat itu
juga suatu negara sudah menjadi kenyataan.
b. Teori Ketuhanan
Terjadinya suatu negara adalah kehendak TuWanurut teori ini, segala sesuatu
tidak akan terjadi apabila Tuhan tidak menghendekiiKalimat-kalimat seperti “Atas
Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa”...”by the @@cGod...” menunjuk ke arah
teori ini.
c. Teori Perjanjian
Berdasarkan teori ini, terjadinya negaraackkakan oleh adanya perjanjian yang
dibuat antara orang-orang yang tadinya hidup befesleka, terlepas satu sama lain
tanpa ikatan kenegaraan. Perjanjian ini diselerdgar agar kepentingan bersama
terpelihara dan terjamin, agar orang yang satwk tidarupakan binatang buas bagi
orang yang lainfomo homini lupusmenurut Hobbes). Perjanjian itu disebut perjanjia
masyarakat Jocial contract,menurut Rousseau). Dapat pula terjadi suatu geman
antara daerah jajahan, misalnya kemerdekaan Hlipada tahun 1946 dan India pada
tahun 1947.
d. Teori Penaklukan
Berdasarkan teori ini, terjadinya negaraligbkan oleh sekelompok manusia yang
menaklukkan daerah kelompok lain. Agar daerah étapt dapat dikuasai, maka
dibentuklah suatu organisasi yang berupa negaifainSié&u terjadinya negara dapat
pula disebabkan oleh bangsa/negara lain. Suat@aldaertentu melepaskan diri dari
negara yang sebelumnya menguasainya dan menyataka@ sebagai suatu negara
baru (misalnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pattin 1945, Timur Leste yang
sebelumnya menjadi bagian dari NKRI kemudian nedkpn diri dari Bangsa
Indonesia dan menjadi negara merdeka.).
e. Teori Pemberontakan
Pemberontakan terhadap negara lain yang paangeperti: Amerika Serikat terhadap
Inggris pada tahun 1776-1783.
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f. Peleburan atau fusi antara beberapa negara maajadnegara baru, misalnya: Jerman

bersatu pada tahun 1871.

Secara teoretis, suatu negara dianggap adaapelah memenuhi ketiga unsur negara,
yakni: pemerintahan yang berdaulat, bangsa, daayahl. Konsepsi seperti ini memengaruhi
pula perdebatan di dalam PPKI, baik dalam membatiks/ah negara maupun dalam
merumuskan Pembukaan yang sebenarnya direncanekagas naskah Proklamasi. Suatu
kenyataan pula bahwa tidak satupun warga negammésith yang tidak menganggap bahwa
terjadinya NKRI adalah pada waktu Proklamasi 17 Sugs 1945, sekalipun ada pihak-pihak
(terutama luar negeri) yang beranggapan berbedgadedalih teori yang universal. Oleh
karena itu, sekalipun pemerintah belum terbentudhkbn hukum dasarnya pun belum
disahkan, tetapi bangsa Indonesia beranggapan bdik@Rl sudah ada semenjak
diproklamasikan. Bila kita kaji secara detail daenaialam, rumusan pada alinea ke dua
Pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia beranggapaveliarjadinya negara merupakan
suatu proses atau rangkaian tahap-tahap yang berkdsingan. Adapun rincian tersebut
adalah: (1) perjuangan pergerakan kemerdekaan ésanr(2) proklamasi atau pintu gerbang
kemerdekaan, dan (3) keadaan bernegara yang ildadasarnya adalah merdeka, bersatu,
berdaulat, adil, dan makmur.

Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam menerjearahkerkembangan teori
kenegaraan tentang terjadinya NKRI sangat terperihal ini dapat kita amati dari unsur
terjadinya NKRI sebagai berikut.

a. Terjadinya negara merupakan suatu proses yang $ielekdar dimulai dari proklamasi,
melainkan bahwa perjuangan kemerdekaan pun mempyayan khususnya dalam
pembentukan ide-ide dasar yang dicita-citakan.

b. Setelah Proklamasi barulaim&ngantarkan bangsa Indonésike depan pintu gerbang
kemerdekaan, jadi tidak berarti bahwa dengan pnaéda proses bernegara telah selesai.

c. Keadaan bernegara yang Kkita cita-citakan bukankkadar adanya pemerintahan,
wilayah, dan bangsa, melainkan harus kita isi merkgadaan merdeka, berdaulat,
bersatu, adil, dan makmur.

d. Terjadinya negara adalah kehendak seluruh bangsa, bdkan sekadar keinginan
golongan yang kaya dan yang pandai atau golonganoeki lemah untuk menentang
golongan ekonomi kuat seperti dalam teori kelas.

e. Unsur religiusitas dalam terjadinya negara menwgokkepercayaan bangsa Indonesia

terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
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Unsur terakhir inilah yang kemudian gémahkan menjadi pokok pikiran keempat
yang terkandung di dalam pembukaan UUD 1945, ya#éhwa Indonesia bernegara
mendasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa yangatkda pada kemanusiaan yang adil
dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasaushmengandung isi yang
mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelengga&agara untuk memelihara budi pekerti

yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyag luhur.

2. Tujuan negara dalam sistem feodal dan modern

Dalam sistem feodal, tujuan negara adalah peagnaatas tanah. Oleh karena itu,
pemupukan kekayaan oleh penguasa menjadi tujuanauttan kekayaan yang melimpah
pada penguasa (negara) akan “tertumpah” pada ralyaRakyat cukup menyerahkan diri
pada penguasa apabila ingin makmur. Itulah tujuamedgara yang feodalistik atau yang
sering kali terjelma pula dalam sistem perekonomiarerkantilistiK bahkan etatisme.
Secara kiasan sering diungkapkan bahwa rakyat maemsinggu “membesarnya kue” yang
akan dibagi.

Cara pandang demokrasi modern tentu sangat lzerdedgan cara pandang feodal.
Menurut J.J. Rousseau, tujuan bernegara adaladampaan dan kebebasanafh are born
free and equal Gagasan ini bahkan menjadi mitos di Eropa demgemsa penekanan yang
berbeda-beda. Misalnya di Eropa Barat, orang mangahkan kebebasannya sedangkan
persamaannya cukup dalam hukum, sedangkan di Hiopa (menurut Eropa Barat) yang
diutamakan persamaan materinya, sedangkan kebelyasadinomorduakan. Mitos
persamaan dan kebebasan ini kemudian dituangkatelken konsep negara hukum yang
demokratis dengan berbagai variasinya, sehingga@éel Schmitt disimpulkan bahwa “Ide
al Begrif derverfassungitau pengertian ideal di dalam konstitusi adal@kriokratischen
Rechtsstadt Mitos ini pernah diterapkan pula di dalam konsi RIS dan UUDS 1950
dengan rumusan negara hukum yang demokratis. Qiraegegara Anglo Saxon kita kenal
konsepRule of Lawand not of mensedangkan negara-negara Eropa Timur cenderurag pad
konsepSocialist Legality

Pertayaan kita kemudian adalah bagaimanakah ntujbarnegara Indonesia.
Sesungguhnya, konsep yang lebih tua daripada nbgatan (modern) ialah bahwa konsep
negara bertujuan untuk memenuhi kepentingan umamres$ publica Ini dibakukan dalam
konsep negara Republik, sehingga asumsinya setggra yang berbentuk Republik, adalah
untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentindemasti (monarki) atau untuk

kepentingan golongan (aristokrasi).
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Konsep kepentingan umum menurut bangsa Indosesira ketatanegaraan seringkali
diungkapkan sebagai masyarakat adil dan makmurabarklan Pancasila. Di dalam alinea
keempat Pembukaan UUD 1945 dirumuskan unsur-unfsyamakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila tersebut secara dinamisidi terminal utopistis. Unsur-unsur
tersebut adalah: (a) melindungi segenap bangsandsién dan seluruh tumpah darah
Indonesia; (b) memajukan kesejahteraan umum; (acerdaskan kehidupan bangsa; dan (d)
ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan apeméhn abadi, kemerdekaan, dan
keadilan sosial. Dengan demikian, konsepsi masgaraklii dan makmur berdasarkan
Pancasila secara ketatanegaraan yakni terselenggateempat unsur tersebut secara
dinamis dan berkesinambungan.

Operasionalisasi pencapaian tujuan bernegara miepenjelasan UUD 1945 tersebut
adalah pertama di-“ciptakan” pokok-pokok pikiranaga Pembukaan ke dalam pasal-pasal
sebagai instruksi bagi penyelenggara negara untryetenggarakan kehidupan negara dan
menyelengarakan kesejahteraan sosial. Penjabaradebih lanjut ialah ke dalam undang-
undang. Demikianlah sistem undang-undang dasar Reaciptaan ke dalam pasal-pasal
adalah dalam bentuk ke dalam tatanan-tatanan kesdmduwang dijabarkan nilai-nilai

dasarnya.

3 Sifat negara
Negara mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakanifestasi dari kedaulatan yang
dimilikinya dan yang hanya terdapat pada negara dai tidak terdapat pada asosiasi atau
organisasi lainnya. Pada umumnya terdapat anggaglamwa setiap negara mempuyai sifat
memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semliga(n Budiarjo, 2007). Berikut akan
dijelaskan lebih lanjut tentang sifat sebuah negara
a. Sifat memaksa
Sifat memaksa mengandung pengertian bahwa Pamatlerundang-undangan yang
berlaku di suatu negara harus ditaati, sehinggarpban dalam masyarakat tercapai serta
dapat mencegah timbulnya tindakan anarki. Di siagara dapat menggunakan kekuatan
fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah negaaggunakan aparat keamanan seperti
polisi, TNI, Kejaksaan, Kehakiman, dan lembaga rga seperti yang diatur dalam
konstitusi negara.

b. Sifat monopoli
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Negara mempunyai hak monopoli atas penetapanntijeesama dari masyarakat. Dalam
rangka ini, negara dapat menyatakan bahwa sua#un &épercayaan, suatu ideologi, atau
aliran politik tertentu dilarang berkembang atawsebarluaskan karena dianggap
bertentangan dengan tujuan masyarakat.

c. Sifat mencakup semua
Semua Peraturan Perundang-undangan berlaku umetmkias orang tanpa terkecuali,

contohnya undang undang perpajakan.

4. Fungsi negara

Adapun fungsi negara adalah sebagai berikut.

a. Melaksanakan penertiban dan keamanan negara. Wmnkapai tujuan bersama dan
mencegah terjadinya disintegrasi bangsa, maka adgaus berperan melaksanakan
penertiban.

b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

c. Pertahanan dan menegakkan keadilan yang dilaksanadalui badan peradilan.

E. Bentuk dan Unsur Negara
1. Bentuk negara

Bentuk negara adalah penjelmaan dari organmeggra secara nyata di masyarakat. la
mencerminkan suatu pola tertentu atau dengan asgesistemik. Bentuk negara merupakan
suatu sistem berorganisasi atau puncak manusiendahidupan berkelompok. Berdasarkan
teori-teori modern, bentuk negara yang terpentoieadn Negara Kesatuan (Unitarisme) dan
Negara Serikat (Federasi). Dilihat dari segi imntuk organisasi negara bukan lagi masalah
republik, monarki, atau aristokrasi, melainkan madeesatuan atau negara serikat.

a. Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah suatu negara yardekaedan berdaulat di mana di seluruh
negara yang berkuasa hanya ada satu pemerintah yaup mengatur seluruh daerah. Di
dalam negara kesatuan, pemerintah pusat mempurex@enang untuk mengatur seluruh
wilayahnya melalui pembentukan daerah-daerah daldlayah negara. Dalam negara
kesatuan, pelaksanaan pemerintahan negara dapksaibkan dengan sistem sentralisasi,
dekonsentrasi, dan desentralisasi. Pertama, siséatnalisasi adalah segala sesuatu dalam
negara itu langsung diatur dan diurus oleh pendriptisat, sedangkan daerah-daerah tinggal

melaksanakannya. Kedua, sistem dekonsentrasi, mh mp@merintah di atas mendelegasikan
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sebagian wewenangnya pada pemerintahan yang bdirbdavahnya. Contohnya Mendagri
mendelegasikan wewenangnya pada pemerintahan tirigk@&ubernur). Ketiga, sistem
desentralisasi, di mana kepada daerah diberikaenksstan dan kewenangan untuk
mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daeratg ginamakan daerah otonom.
Bentuk negara kesatuan pada umumnya mempungdisgit seperti: 1) kedaulatan
negara mencakup ke dalam dan ke luar yang ditanmanerintah pusat; 2) negara hanya
mempunyai satu undang-undang dasar, satu kepakranesptu dewan menteri, dan satu
Dewan Perwakilan Rakyat; 3) hanya ada satu kelnjgkag menyangkut persoalan politik,

ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keaman

b. Negara Serikat (Federasi)

Negara serikat adalah suatu negara yang manpgabungan beberapa negara, yang
menjadi negara-negara bagian dan negara serikagardl@egara bagian itu semula
merupakan suatu negara yang merdeka dan berdaeittt berdiri sendiri. Dengan
menggabungkan diri dengan negara serikat, makarang@ang tadinya berdiri sendiri itu
kemudian menjadi negara bagian. Mereka melepaskbagsan dari kekuasaannya dan
menyerahkan kepada negara serikat. Kekuasaan yse@tikan itu disebutkan satu demi
satu (limitatif), dan hanya kekuasaan yang disebuikulah yang diserahkan kepada negara
serikat (lelegated powejs Kekuasaan asli ada pada negara bagian, dan anegar
berhubungan langsung dengan rakyatnya.

Kekuasaan dari negara serikat adalah kekuasamndjgerimanya dari negara bagian.
Biasanya yang diserahkan oleh negara-negara blegjatda negara serikat ialah hal-hal yang
berkaitan dengan hubungan luar negeri, pertahaegara, keuangan, dan urusan pos dan

telekomunikasi.

2. Unsur terbentuknya negara

Suatu negara harus memenuhi syarat-syaragjaeberikut. 1) rakyat yang bersatu; 2)
daerah atau wilayah; 3) pemerintah yang berdadéat;4) mendapat pengakuan dari negara
lain (Budiyanto, 1997). Konvensi Montevideo padhuta 1933 menyebutkan unsur-unsur
berdirinya suatu negara antara lain berupa rakyiédyah yang tetap, dan pemerintah yang
mampu mengadakan hubungan internasional. Dari pahdersebut, unsur rakyat, wilayah,
dan pemerintah yang berdaulat merupakan unsur ikdristkarena keberadaannya mutlak
harus ada. Sedangkan pengakuan dari negara laupakan unsur deklaratif yang bersifat

formalitas, karena diperlukan dalam rangka memenuhsur tata aturan pergaulan
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internasional. Kansil (1978) menyatakan bahwa pagkmnya negara harus memenuhi
unsur-unsur atau syarat: (a) harus ada wilayahfipjaharus ada rakyatnya; (c) harus ada
pemerintahan yang berkuasa terhadap seluruh dakmahrakyatnya, dan (d) harus ada

tujuannya.

C. Penutup.

Membahas sejarah tata negara, baik secara makrpumamikro, berarti masuk ke
kawasan politik. Sedangkan wilayah politik itu seindapat dikaji dari berbagai sudut
pandang, di antaranya sejarah politik, sosioloditikpantropologi politik, dan ilmu politik.
Dimensi ini saling mengoreksi dan melengkapi dajmbahasannya, sehingga ditemukan
fenomena yang utuh tentang konsep Tata negara. Kaleima itu, dalam pembahasannya,
sejarah tata negara tidak dapat berdiri sendiningga memerlukan suatu terminologi dan
pendekatan multidimensional.Sedangkan dalam pessbaérkembangan negara dari suatu
organisasi yang sangat sederhana sampai yang m@aeia umumnya ahli-ahli ilmu politik
selalu berpijak pada antropologi. Dua bidang amtiag ini dalam hubungannya dengan
negara membahas organisasi, pemimpin, tradisi,kédndayaan. Oleh karena itu, bidang
antropologi politik sebagai pendekatan untuk mesjan sejarah ketatanegaraan, tidak
terlepas dari kerangka politik yang mendukungnya.

Masyarakat kesukuan yang primitif termasuk budagamgncakup tahap ontologi,
yaitu tahap dimana hakikat dasar hidupnya sangganeung pada alam. Tahap ini diperkuat
dengan tahap mistis, yaitu tahap memitoskan alargaieberbagai ritual seperti upacara adat
. Sedangkan dalam masyarakat modern, tahapanngh snemasuki tahap fungsional, di
mana logika, nalar, dan pikiran mulai digunakarukmhenguasai alam dan tidak tergantung
pada alam.

Dalam konsep negara sebagai organisasi kekuasaaasgarakat moderen, di dalam
negara terdapat suatu mekanisme atau tata hubleg@nyang mengatur suatu kelompok
manusia atau rakyat agar berdaulat atau bersiksymiséengan kehendak negara. Untuk
dapat mengatur rakyatnya, maka negara diberi kalma@uthority) yang dapat memaksa
seluruh anggotanya untuk mematuhi segala peratatean ketentuan yang telah ditetapkan
oleh negara. Untuk menghindari adanya kekuasaag gawenang-wenang, negara juga
menetapkan cara-cara dan batas-batas kekuasaatapat digunakan dalam kehidupan

bersama, baik oleh individu, golongan, organisasiypun oleh negara itu sendiri.
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